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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan Renstra DPMPPTSP Kabupaten Pesisir
Selatan adalah dokumen perencanaan DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan untuk
periode 5 (lima) tahun. Renstra DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan merupakan
rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

Renstra DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan
dalam dokumen RPIJMD 2016-2021. Renstra DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan
memuat Rencana Kerja DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan tahunan selama 5 (lima)
tahun, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi
DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Implementasi lebih lanjut,
Renstra DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi arahan dalam penetapan
kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya
dibidang penanaman modal.

Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme
perencanaan, diinstruksikan kepada seluruh Bidang pada jajaran DPMPPTSP
Kabupaten Pesisir Selatan, agar didalam menyusun rencana kerja, secara konsisten
mengacu pada dokumen Renstra DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-
2021. Semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi,

misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.

Painan, Desember 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah
dokumen perencanaan (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan yang
telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Renstra (DPMPPTSP)
Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan
strategi pembangunan ekonomi di (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan khususnya

di bidang penanaman modal.

Penyusunan Renstra (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016—
2021 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Seluruh peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra SKPD, yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan rencana strategis berpedoman kepada beberapa dokumen
utama yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20162021, Renstra
DPPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Provinsi Sumatera Barat, RUPM Kabupaten Pesisir Selatan dan berbagai dokumen
pendukung linnya. Sehkin itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan
fenomena dan kondisi pada masing-masing Kecamatan di Wiayah Kabupaten Pesisir
Selatan. Upaya ini diakukan untuk meningkatkan aspek keselarasan rencana

pembangunan dan pengembangan penanaman modal serta perizinan terpadu.
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Renstra (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisiir Selatan merupakan dokumen
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai
perencanaan yang bersifat indikatf memuat program-program penanaman modal
yang akan diaksanakan langsung oleh (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan
dengan mendorong peran aktf investor dan menjaring calon investor untuk
peningkatan penanaman modal dalam kurun waktu tahun 2016- 2021. Renstra
(DPMP2TSP) Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu
strategis berkattan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan badan. Pokok
pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan visi dan misi
(DPMP2TSP) Kabupaten Pesisir Selatan dengan visi kepala daerah Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan. Selin ittu, Renstra ini juga mencakup penjelasan
mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu diaksanakan
selama periode 2016—-2021.

Penyusunan Renstra SKPD ini diakukan dengan pendekatan partisipatif dan
transparan agar menghasikan dokumen perencanaan yang berkesinambungan.
Pendekatan ini diakukan karena mengingat peran dan fungsi (DPMPPTSP)
Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat.
Pendekatan partisipatif yang diakukan disini adalah mellui kegiatan Focus Group
Discussion (FGD), sehingga semua stakehoiders dapat ikut serta dan berpartisipasi

dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Renstra (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan ini
dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan
yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selin sebagai
dokumen perencanaan formal, Renstra (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan
merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat di bidang penanaman modal (investasi) di Kabupaten
Pesisir Selatan, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Berikut dapat digambarkan bagan keterkaitan
penyusunan Renstra (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPIMD
Kabupaten Pesisir Selatan:
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1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra (DPMP2TSP) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kal, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Republk Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara
evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPIMD, serta tata cara perubahan RPIPD,
RPIMD, dan .
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9. Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPIPD Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-
2019 (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 560);

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan
susunan organisasi tugas pokok, dan Fungsi tata kerja dan uaraian tugas jabatan
Struktural Dinas penanaman Modal dan pelayanan Perizinan terpadu satu Pintu.

14. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang pendelegsian
urusan Pemerintah daerah Bidang penanaman Modal, Perizinan dan Non
Perizinan kepada Badan penanaman Modal dan pelayanan perizinan Terpadu

kabupaten Pesisir selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2016-2021 adalh untuk memberikan landasan formal tentang arah dan kebijakan
strategi selama lima tahun mendatang. Landasan formal ini akan menjadi pijakan
legal dari implementasi program kerja (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan selama
periode tersebut. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan agar terdapat
kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar periode. Selain
itu, penyusunan Renstra juga dijadikan sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja
(DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan dalam rentang periode 2016—-2021.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menetapkan prioritas program
dan kegiatan pembangunan yang strategis dibidang penanaman modal di daerah
Kabupaten Pesisir Selatan selama lma tahun. Penetapan tersebut
mempertimbangkan berbagai aspek rasional bak aspek cost-benefii program
maupun aspek sumber pembiayaan.
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1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan tujuan
1.4.Sistematika penulisan
BABII GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPPTSP KABUPATEN
PESISIR SELATAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan.
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III PERMASLAHAN DAN ISU—-ISU STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih.
3.3 Telaahan Renstra Kemendagridan BKPM RI serta Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Sumatera Barat.
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3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wiayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DPPMPTSP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMP2TSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun
2008, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dan
terakhir diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pesisir Selatan mellui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah atas
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan
organisasi tugas pokok dan fungsi tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten

Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan
a. DPMP2TSP merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Peisisir
Selatan dalam urusan penanaman modal.
b. DPMP2TSP kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi
A. DPMP2TSP Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten.
B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas DPMP2TSP
Kabupaten mempunyai fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai
berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan
perizinan terpadu satu pintu;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan
perizinan terpadu satu pintu;

n Rencana Stategie DPIMPETSP Rabupaten Pesiscr Selatan 2016-2021



c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;

e. Pelaksanaan fungsi kin yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan fungsi yang dijelaskan di atas, DPMP2TSP Kabupaten Pesisir

Selatan didukung oleh struktur organisasi yang dinamis dan dijabarkan dalam

bentuk susunan organisasi dan tata kelola yang saling terkoordinasi. Struktur

manajerial DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari satu eselon II, satu

eselon II a, tiga eselon III b, dan delapan eselon IV. Struktur organisasi tersebut

sebagai berikut :

a.
b.

Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian Sebagai berikut :

1.
2.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bidang-Bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

1.

Bidang Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) seksi sebagai
berikut :

a) Seksi Fasilitasi Penanaman Modal

b) Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan

c) Seksi Advokasi

Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi membawahi 3 (tiga)
Seksi sebagai berikut ;

a) Seksi Promosi

b) Seksi Kerjasama Investasi dan

c) Seksi Data dan Informasi

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu membawahi 3
(tiga) Seksi sebagai berikut;

a) Seksi Perizinan dan Non Perizinan

b) Seksi Pengawasan dan Pengaduan

c) Seksi Pelaporan Perizinan
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Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, diatur dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No. 43 Tahun 2016 tentang Tata
Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu .
Adapun Kedudukan dan Susunan dan Organisasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
sebagai berikut:
a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah ini dan bertangungjawab kepada

Bupat melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun
2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Tata
Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan seperti
bagan berikut :

Bagan struktur organisasi DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan tersebut
dapat diihat pada Gambar 2.1 berikut:

n Rencana Stategie DPIMPETSP Rabupaten Pesiscr Selatan 2016-2021



TABEL 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN

& KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN &
KEUANGAN

BIDANG

PROMOSI DAN KERJASAMA

BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

BIDANG
PENANAMAN MODAL

SEKSI
SEKSI PERIZINANDAN NON SEKSI FASILITASI
PROMOSI PERIZINAN PENANAMAN MODAL
SEKSI SEKSI PENGAWASAN DAN SEKSI PENGENDALIAN
PENGADUAN PENANAMAN MODAL
KERJASAMA INVESTASI
SEKSI SEKSI SEKSI ADVOKASI

DATA DAN INFORMASI

PELAPORAN PERIZINAN
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2.2, Sumber Daya DPPMPTSP
2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai DPMP2TSP kabupaten Pesisic selatan pada tahun 2020
adalah sebanyak 21 orang. Keadaan pegawai dirinci berdasarkan golongan, eselon

dan tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
e Laki-kki : 10 orang
e Perempuan : 11 orang

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

e Golongan IV : 7 orang
e Golongan III : 13 orang
e Golongan II : 1 orang
C. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural
e Eselon II : 1lorang
e Eselon III : 4 orang
e Eselon IV : 11 orang
e Fungsional umum : 5 orang

d. Jumlh pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

o S2 : 7 orang
e S1 : 12 orang
e Diploma : 1orang
e SLTA : 1orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas didukung oleh jumlah
pegawai yang belum memadai Namun, jka dianalisa berdasarkan tingkat
pendidikan, sumberdaya yang dimilki dapat dikategorikan sebagai komposisi yang
baik.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Selain didukung oleh SDM yang mencukupi, DPMPPTSP kabupaten Pesisir
selatan juga diengkapi dengan fasiitas fisik. Berbagai fasiitas fisk tersebut
merupakan aset negara yang dijadikan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan
program kerja DPMPPTSP kabupaten Pesisir selatan. DPMP2TSP kabupaten Pesisir
selatan saat ini menempati gedung yang beralamat di H. Agus Salim Painan.
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Aset Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset.
Untuk SKPD hanya terdiri dari atas :

>  Aset Lancar

>  Aset Tetap dan

»  Aset Lainnya

3,000,000

Tahun Tahun
No Uraian Aset 2019 (Rp.) 2020 (Rp.) Penjelasan
1 ASET LANCAR (SKPD & SKPKD) 0 34,275,880
2 | ASET TETAP (SKPD & SKPKD) 1,057,760,733,56 | 1,218,100,233,56
3 | ASET LAINNYA (SKPD & SKPKD) 3,000,000

JUMLAH ASET

1,057,760,733.56

1,252,376,113.56

Catatan : Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya

1. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk SKPD pos kewajibannya

hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus diunasi dalam 1

tahun anggaran . Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

»  ATK yang belum dibayar

»  Hutang premium pada SPBU

» Hutang / upah yang belum dibayar pada pihak ke tiga

No Uraian Kewajiban Tahun Tahun % Penjelasan
2019 2020
1 | KEWAJIBAN JK. PENDEK (SKPD-SKPKD) 0 0 100

a. Hutang ATK
b. Hutang BBM

Hutang Gaji
d. R/K (K) BUD
e. Dsb
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JLH KEWAJIBAN JK. PENDEK

KEWAJIBAN JGK PANJANG (SKPKD)
Hutang Bank

Hutang Obligasi

Hutang Pihak III

JLH KEWAJIBAN JK. PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN 0 0 100

Catatan : Masing-masing jenis kewajiban dirinci

5.2 Ekuitas Dana
Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi
SKPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari
SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disamping Ekuitas Dana Lancar juga ada
Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber

dari pinjaman dsb.

Tahun Tahun
No Uraian Ekuitas Dana 2019 2020
(Rp.) (Rp)
1 EKUITAS DANA LANCAR (SKPD-SKPKD) 1,054,436,161.56 1,054,436,161.56
2 EKUITAS DANA INVESTASI (SKPKD)
3 EKUITAS DANA CADANGAN (SKPKD)
JUMLAH EKUITAS DANA 1,054,436,161.56 1,054,436,161.56

Catatan : Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut Sumbernya
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2.3. Kinerja Pelayanan DPMPPTSP

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, penanaman modal (investasi)
merupakan kegiatan pembelian dan atau produksi dari modal baik berupa barang
maupun jasa yang tidak ditujukan untuk tujuan konsumsi tapi untuk tujuan produksi
di masa yang akan datang. Kegiatan investasi melbatkan harapan/ekspektasi berupa
pengembalan di masa yang akan datang. Niai pengembalian yang diharapkan
tersebut lazimnya lebih tinggi dari pada niki yang dinvestasikan. Menurut sudut
pandang mikro ekonomi, investasi merupakan langkah pembelanjaan sumberdaya
dan sumber dana untuk membangun fasiitas produksi baru atau tambahan dari yang
tekh ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar perolehan
keuntungan/laba. Dari sudut pandang pembangunan daerah, investasi memainkan
peran besar dalam menggerakkan perekonomian. Investasi dapat memicu
pertumbuhan pada sektor lkin seperti perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan

standar hidup masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai
pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan,
ekspor impor, perbankan, transportasi, dan asuransi dengan tumbuh dan
berkembangnya kegiatan investasi pada suatu daerah diharapkan dapat menyerap
tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan,
dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping tu,
faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan SDM. Dampak
positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain
disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan
retribusi akan nak, atau dengan kata kin “kegiatan investasi” akan memberikan
multpler effects dan sekalgus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan penanaman modal bisa diakukan oleh pemerintah, swasta dalam
negeri dan, swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan
pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi di daerah. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan

kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan
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pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian serta memiiki dampak

terhadap investasi swasta ( crowding out effect

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan yang diakukan oleh
suatu negara maupun daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dasar
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian. Secara
lebih khusus amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Pasal
33 amandemen keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian untuk menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal itu, di dalm Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan bahwa
setiap daerah diberi kesempatan untuk mengurus dan menata wiayahnya sendiri
sesuai dengan potensi yang dimiiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Di sisi lain pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah
tantangan, dimana daerah lebih dituntut untuk mengembangkan kreatiftas dalam
memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilki untuk percepatan pembangunan

ekonomi di tingkat daerah maupun pembangunan ekonomi secara nasional.

Penanaman modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh
daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu urusan wajb yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat (publc services), pemerintah telah
mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam
negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada
dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk
mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efesien, sehingga mampu

memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai

E Rewcana Strategis DPMPETSP Rabupaten Pesisir Selatan 2016-2021



kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran

masyarakat.

Penanaman modal pada suatu daerah memainkan peran penting dalam
menjalankan roda ekonomi daerah. Niai investasi telah menjadi salah satu indikator
utama untuk menentukan kinerja daerah terutama dalam perbandingan antara nili
tersebut dengan potensi sumberdaya daerah. Sedangkan tujuan penyelenggaraan
penanaman modal di daerah, antara kin adalah untuk:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Menciptakan lapangan kerja di daerah;

C. Meningkatkan kemampuan daya saing daerah;

d. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha;

e. Meningkatkan pembangunan ekonomiyang berkelanjutan;

f. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan melindungi keberlangsungan
sumber daya alam dan lingkungan;

g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

h. Mengolh ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi ril dengan
menggunakan dana yang berasal baik dari para investor dalam negeri.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 juga dijelaskan
bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar dibidang penanaman modal
untuk:

a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman
modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.

b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kemudian didalam menetapkan kebijakan dasar maka Pemerintah Daerah mengamobil

beberapa tindakan antara lain:

a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam
modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;

b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi
penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya
kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan
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Cc. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perindungan

kepada usaha mikro, keci, menengah, dan koperasi.

Kemudian untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal di
daerah maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Daerah. Akan tetapi secara umum upaya Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan
bagi penanam modal belum dapat diupayakan.

Kegiatan penanaman modal atau investasi sudah tentu melibatkan proses
pengambian keputusan yang strategis karena dianggap memilki tingkat risiko yang
besar. Atas dasar ini, rencana investasi perlu disusun melalui proses perencanaan
yang akurat, sistematis, dan terintegrasi, antar berbagai aspek dan dimensi yang
perlu diperhatikan. Berbagai pertimbangan baik berupa keuntungan financia/ maupun
keuntungan sosial perlu dianalisa. Demikian juga dengan tingkat risiko investasi yang
berpotensi memberikan efek negatif terhadap keputusan investasi dan hajat hidup
masyarakat. Proses perencanaan investasi yang baik akan mendorong kepada pilihan
alternatif investasi yang optimal dan dapat membentuk porto-folio investasi yang

optimal.

Berkaitan dengan hal diatas, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis
yang masing-masingnya didukung oleh program kerja DPMP2TSP Kabupaten Pesisir
Selatan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Sumatera Barat. Keempat
sasaran strategis tersebut adalah :

I. Meningkatnya Investasi di Pesisir Selatan;

ITI. Meningkatnya Kualtas Pelayanan Satu Pintu;

III. Meningkatnya Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya
IV. Tersedianya Analisa Potensi Sumber Daya.

Ikim penanaman modal atau investasi selama periode 2010-2015
memperlihatkan perbaikan kinerja yang signifikan. Hasil tersebut dapat diihat pada
tingkat capaian target tahunan DPMP2TSP yang ditunjukkan oleh indikator
peningkatan jumlah realisasi investasi.
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Selama periode tersebut perkembangan realisasi investasi ternyata
menunjukkan peningkatan secara terus-menerus. Disamping itu, capaian kinerja
DPMPPTSP juga berada pada level 100 persen.

Jumlah investasi dalam negeri pada periode tersebut terihat jauh melebihi
target yang ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kondisi Pesisir Selatan telah

cukup menarik bagi investor untuk menanamkan modal.

Kinerja pelayanan DPMPPTSP pada bidang penanaman modal domestik juga
memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Target kinerja yang ditetapkan
dengan batas bawah dapat dicapai pada tingkat yang memuaskan. Setiap target
yang ditetapkan memilki indeks pencapaian lbih dari 100 persen. Hasi ini
menegaskan posisi Pesisir Selatan yang masih merupakan salah satu tujuan investasi
pengusaha domestik. Dengan tingkat capaian yang tinggi tersebut, Kabupaten Pesisir
selatan dapat meningkatkan target kinerja untuk periode mendatang. Secara umum,
merujuk kepada persetujuan investasi yang dierbitkan pada tahun 2011-2018,
bidang usaha yang banyak diminati investor di Pesisir Selatan antara lain: (1)
Pertanian tanaman Jagung; (2) Jasa pertambangan; (3) Gambir; (4) Sawit dan Karet;
(5) Kesenian, hiburan, dan rekreasi; (6) Pengadaan listrik PLTMH.

Setiap sektor diatas memperihatkan indikasi bahwa Pesisir Selatan memilki
banyak potensi investasi penanaman modal. Berbagai sektor tersebut juga perlu
mendapat perhatian khusus dalam merancang Renstra DPMPPTSP Pesisir Selatan
untuk periode selanjutnya. Adapun pencapaian kinerja pelayanan DPMP2TSP Pesisir
Selatan Tahun 2011-2018.
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Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPTSP
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2020

ASPEK/FO KUS/BIDANG Baseline Capaian Tahun Target Realisasi
NO URUSAN/INDIKATO R KINERJA Target OPD KET
PEMBANGUNAN DAERAH 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C. ASPEKPELAYANAN UMUM
12 Urusan Penanaman Modal
Jumlah investor berskala nasional 25 Dinas
A (PMDN/PMA) 9 10 11 30 32 34 Penanaman
(per tahun) Modal
o . 62,500,000,000 [ 68,000,000,000 [ 70,000,000,000 [ 442,868,583,761 | 525,484,275,232 [ 200,000,000,000 | 345,019,215304 Dinas
B Jumlah nilai investasi berskala Penanaman
nasional (PMDN/PMA) (Rp) Modal
Dinas
C Rasio daya serap tenaga kerja 33,5 34,0 35,0 30,72 5,60 30,00 7,8 Penanaman
Modal
) ) ) ) ) ) Dinas
D kerjasama Investasi -) Penanaman
Modal
Dinas
( Kenaikan/penurunan nilai realisasi Penanaman
e PMDN) 92) 92) (94) 105 276,57 90 172,50 Modal




Tabel 2.3. PMDN juga memperlhatkan capaian kinerja yang sangat signifikan.
Realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana mencapai sebesar
Rp.423.263.505.690 dengan tingkat capaian 300 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.168.936.538.824
dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,37 persen. Meskipun terdapat variasi
dalam capaian realsasi penanaman modal, namun kinerja DPMPPTSP
memperlihatkan kecenderungan positif dan konsisten berdasarkan target yang telah
ditetapkan. Hal ini terbukti dimana capaian kinerjanya dari tahun ke tahun selalu
berada diatas 100 persen dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan.
Kenyataan ini sudah tentu menunjukkan keberhasian dari DPMPPTSP Kabupaten
Pesisir selatan dalam menyusun perencanaannya serta merealisasikan dalam bentuk
program dan kegiatan yang diaksanakan untuk setiap tahunnya.

Perkembangan investasi yang dicatat DPMPPTSP Kabupaten Pesisir
selatasecara berkala diukur berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM), mencakup data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Hambatan dan kendala yang masih dihadapi dalm rangka pencapaian
indikator sasaran “penambahan realisasi investasi” adalah sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota
dalam melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal
di daerahnya sampai dengan saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut dapat
diihat dari rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan PMDN yang sudah menjadi
kewenangan pemerintahan daerah dalam penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan
Penanaman Modal) pada setiap periode pelaporan. Perangkat daerah masih
belum maksimal dalam menghimbau dan meningkatkan kesadaran perusahaan
penanam modal di daerahnya untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan
kegiatan penanaman modalnya dalam format LKPM;

2. Alamat perusahaan yang tertera didalam Surat Persetujuan tidak sesuai dengan
keadaan di lapangan., atau tidak dikenali oleh masyarakat, sehingga sulit
melakukan pengawasan ataupun melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara
Pemerikasaan (BAP) proyek perusahaan PMDN;

3. Sulit untuk menagih LKPM karena sebagian besar laporan dibuat di kantor pusat,

sedangkan yang diokasi perusahaan hanya menjalankan kegiatan saja;
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4. Masih rendahnya pengetahuan investor (PMDN) mengenai peraturan dan
ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di
Pesisir selatan, termasuk di dalamnya mengetahui secara jelas akan hak,
kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal. Sebagian besar
perusahaan PMDN di Kabupaten Pesisir selatan masih belum menjalankan
kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada DPMPPT SP;

5. Perusahaan PMDN sebagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan
benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi niki realisasi investasi yang
disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi
ulang kepada perusahaan tersebut. Sehkin tu, perusahaan masih belum tertib
dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana
yang telah ditentukan;

6. Keterbatasan SDM vyang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi
penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam
menjangkau seluruh penanam modal (PMDN).

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari
pemerintah daerah di Pesisir selatan yang memberi kemudahan terhadap calon
investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2009 telah ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir
selatan Nomor 57 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi kantor pelayanan perizinan
terpadu dan penanaman modal Pesisir selatan. dimana pendelegasian wewenang
pemberian perizinan dari Bupati kepada kepala DPMPPTSP Kabupaten pesisir selatan
selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 88 jenis perizinan yang terdiri dari 15
sektor sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 2 Tahun
2009.

Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah
dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada DPMPPTSP Pesisir Selatan pada
tanggal 29 Apri 2009 dan dalam rangka penyempurnaan kelembagaan telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi
Kantor Pelayanan Perizzinan Terpadu dimana pendelegasian wewenang pemberian

perizinan dari Bupati kepada Kepala BPMPPTSP Pesisir Selatan selaku.
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Penyelenggara DPMPTSP meliputi sebanyak 88 jenis perizinan yang terdiri
dari 15 sektor sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dari Bupati
kepada Kepala BPMP 2T Pesisir selatan. Indikator kinerja "persentase perizinan
penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu” yang diukur baru perizinan
penanaman modal, sedangkan 14 (empat belas) sektor kinnya belum dimasukkan
didalam pengukuran kinerja. Dari Tabel 2.1. di atas dapat diihat bahwa target
indikator sasaran belum dapat dipenuhi. Pada tahun 2015 tingkat capaian hanya
sebesar 50%, sedangkan jumlah perizinan/non perizinan bidang penanaman modal
yang diterbitkan oleh unit PTSP sebanyak 6 &zin prinsip penanaman modal PMDN.
Dari 4 izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan tersebut, 1 &zin dapat
diselesaikan tepat waktu, 2 zin dapat diterbitkan lebih cepat dari waktu yang
ditentukan, 3 izin tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Hal ini disebabkan karena lemahnya jaringan koneksi internet karena
pengurusan izin prinsip ini menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS).
sehingga menyebabkan tertundanya penerbitan izin permohonan yang masuk. Izin
terembat disebabkan karena faktor eksternal yaitu pihak perusahaan diharuskan
melakukan perubahan akta perusahaan (peningkatan modal dasar) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Didalam memberikan pelayanan perizinan kepada
investor, DPMP2TSP menggunakan OSS yang onine dengan BKPM RI, sebagaimana
diatur dalam perundang-undangan.

Dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 jumlah izin bidang
penanaman modal yang diterbitkan sebanyak 34 izin. Dari 34 izin tersebut, dapat
diterbitkan 4.025 izin, sehingga tercapai 88,46% dari 4.550 izin yang ditargetkan.
Tertundanya penerbitan izin yang masuk lebih banyak disebabkan oleh kelengkapan
dokumen pengurusan izin yang dimilki oleh pemohon dengan berbagai faktor seperti
rekomendasi dari OPD teknis. Secara lengkap rekapitulasi perizinan dan non prizinan
yang diterbitkan oleh DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tahun
2011- 2019 dapat diihat pada Tabel 2.3 berikut ini.
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Tabel 2.5.
Rekapitulasi Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh DPMPPTSP
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2019

%
TAHUN TARGET REALISASI KETERA NGA N
CAPAIAN

2011 1.500 2.435 100 % 2.435 izin
2012 1.600 2.888 100 % 2.888 izin
2013 1.600 2.556 100 % 2.556 izin; 27 izin prinsip
2014 1.850 3.044 120 % 3.044 izin; 24 izin prinsip
2015 2.500 3.099 123 % 3.099 izin; 14 izin prinsip
2016 2.500 3.143 125,72% 3.143 izin
2017 2.500 3.603 144,12% 3.603 izin
2018 3.500 4.448 127,08 % 4.448 izin
2019 4.000 5.456 136,4 % 5.456 Izin
2020 4.550 4.025 88,46% 4.025 izin
TOTAL

Kinerja DPMPTSP pada tahun 2011 dan 2012 masih belum optimal, karena
baru diresmikan pada tahun 2011 dan pendelegasian dari Bupati pada tahun 2012.
Pada tahun 2011 baru diterbitkan 2.435 buah zin bidang pelayanan penanaman
modal dan pada tahun 2012 baru diterbitkan 2.888 buah izin bidang pelayanan
penanaman modal. Kinerja pelayanan perizinan pada tahun 2014 dapat diniki
sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh sebanyak 3.044 izin dan 13
rekomendasi. Dari 15 sektor yang dilayani, hanya 3 sektor yang tidak ada penerbitan
izin ataupun rekomendasi yaitu sektor peternakan, pendidikan dan pariwisata, hal ini
karena belum adanya investor yang mengajukan permohonan pada sektor tersebut
dan belum dipenuhinya persyaratan perizinan oleh investor. Kinerja Kantor pelayanan
perizinan pada tahun 2014 secara keseluruhan dapat dinidi sangat baik, dimana

jumlah izin yang diterbitkan oleh sebanyak 3.044 izin dan 7 rekomendasi. Dari 15
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sektor yang diayani, hanya 4 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun
rekomendasi yaitu sektor peternakan, perkebunan, pengelolaan sumber daya air dan
pariwisata, hal ini karena belum adanya pengusaha yang mengajukan permohonan
pada sektor tersebut dan belum dipenuhinya beberapa persyaratan perizinan oleh

pemohon.

Selama periode 2011-2020 jumlah zin yang telah diterbitkan oleh DPM PPTSP
Kabupaten Pesisir selatan sebanyak 34.697 zin dan rekomendasi dari seluruh sektor
yang telah ada pendelegasiannya ke DPMPPTSP Kabupaten Pesisir selatan.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan kepada investor, pada tahun
2020 telah diakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
penanaman modal dengan target indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
penanaman modal. Survei diaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan
DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan
perizinan dan non perizinan di DPMPPTSP Kabupaten Pesisii Selatan dengan
membagikan kuisioner terhadap pelayanan. Hasil penyusunan indeks kepuasan
masyarakat pada DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan

Disamping itu, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publk, Ombudsman Republk Indonesia menyelenggarakan
penilaian kepatuhan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun
2009 tersebut. Dalam peneltian kepatuhan tersebut, Ombudsman RI Perwakian
Sumatera Barat meniki 12 komponen indikator, mulki dari standar pelayanan, sarana
prasarana dan fasilitas, sampaiatribut. Penilaian tim Ombudsman terhadap DPMPTSP
menggunakan metode penilaian survei.

Berdasarkan penikian tersebut, pada tahun 2014 DPMPPTSP memperoleh
niai total 3.044 dan masuk dalam kategori "zona hjau” atau “kepatuhan tinggi”.
Dalam menghadapi persaingan semakin ketat dalam menark investor dan untuk
mensiasati pencapaian standar nasional dalam bidang layanan investasi, DPMP2TSP
harus meningkatkan kinerja mutu melalui perbaikan yang berkesinambungan,
meningkatkan daya saing dan image produk layanan serta selalu berupaya melayani
investor sesuai motto DPMPPTSP yaitu "Melayani sepenuh hati”.

Diharapkan nantinya kinerja terhadap pelayanan mencapai pelayanan prima

sehingga dapat menark minat investor untuk menanamkan modalnya dan dapat
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meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat sesuai dengan kebijakan mutu
yaitu “"Manajemen dan seluruh pegawai berkomitmen memberikan pelayanan yang
berkualtas secara mudah, cepat, akurat dan transparan untuk meningkatkan
kepuasan pelbnggan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku dan

melakukan perbaikan Sistem Manajemen Mutu secara berkesinambungarn”

Hambatan ataupun kendala yang masih dihadapi didalam pencapaian
indikator kinerja ini adalah:
e Masih kurangnya kualtas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan
perizinan/non perizinan kepada investor.
e Proses perizinan yang tergantung koneksi internet dan BKPM RI selku

administrator OSS.

Isu gempa bukanlah penghalang investasi di Pesisir Selatan. Pertama, isu
gempa terjadi bukan saja di sini mekinkan di kota-kota lain yang berada pada
intasan lempeng tektonkk Sumatera. Kedua, isu gempa yang dikhawatirkan adalah
gempa yang disertai dengan tsunami, dan itu hanya terjadi pada daerah pesisir
pantai barat. Padahal pesisir selatan memiki 15 Kecamatan 182 Nagari yang
memanjang dari utara ke selatan yang semuanya potensial dan memilki comparative
aavantage sebagai sasaran investasi. Gempa dapat dimodifikasi menjadi isu yang
lebih posttif. Misalnya, letak geografis yang berada dalam daerah tumbukan lempeng
Indo Australia dan Indo Euroasia berdampak postif bagi Pesisir selatan karena
mengakibatkan munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi,
mangan, timah hitam, obsidian, dan lain-lain.

Kondisi tersebut juga menyebabkan Pesisir selatan memilki tanah yang subur
dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari gemorfologi
struktural maupun karena dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari
magma dangkal. Tingginya arus perniagaan di kota besar merupakan potensi
investasi di bidang commercial property. Potensi besarnya jumlah penduduk serta
terbatasnya lahan dapat dijadikan peluang bagi daerah rural area untuk investasi di
bidang residensial property. Sedangkan suburnya tanah merupakan alasan yang logis
untuk menarik investasi di bidang pertanian. Sementara itu indikator kelangsungan
usaha dan keuntungan jangka panjang merupakan faktor penting yang periu

dipromosikan untuk menarik minat investor.
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Besarnya potensi sumber daya alam Pesisir selatan merupakan faktor penting
dalam menark minat investor untuk melakukan penanaman modal, terutama pada
sektor unggulan seperti energi, pertambangan, pariwisata, industri, dan
perdagangan. Promosi investasi mempunya sifat yang spesifik dibanding dengan
promosi produk, terutama konsumennya. Konsumen investasi adalah pengusaha
yang mempunyai kelebihan dana untuk ditanamkan modalnya, sangat rasional,
motifnya untuk berinvestasi hanya untuk mendapat keuntungan dari modal yang
ditanamnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

Indikator kinerja sasaran “Juméh cabbn investor yang berminat’ sangat
dipengaruhi oleh banyaknya event/pameran yang dikuti oleh DPMPPTSP dan
penentuan event yang akan dikuti efektif atau tidak. Pada tahun 2020, jumlah calon
investor yang didapat meningkat dibandingkan tahun 2019.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan promosi yang telah diaksanakan
adalah sebagai berikut:

e Masih belum lengkapnya media komunikasi atau media promosi yang diberikan
kepada calon investor (belum memenuhi kebutuhan informasi calon investor)
terkait pendanaan.

e Peluang investasi yang dinformasikan masih ada yang belum sesuai dengan
keadaan diapangan.

e Penyajian yang masih sederhana.

Terbukanya peluang investasi di Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang
dinginkan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam membuka peluang investasi harus
diakukan kajian dan analisa potensi yang dapat dikembangkan serta mempunyai
prospek yang baik, sehingga para PMDN akan tertarik menanamkan modalnya di
daerah ini. Guna menyebarluaskan informasi potensi-potensi sumber daya yang ada
di Pesisir Selatan serta gambaran tentang prospek usaha prioritas di Pesisir Selatan
diperlukan ketersediaan analisa potensi sumber daya, selin itu juga dapat mengatasi
kurangnya layanan informasi mengenai kelayakan usaha dari proyek investasi yang
memenuhi kriteria dan mempunyai prospek dengan pasar yang jelas, serta sesuai
dengan prioritas pembangunan daerah.

Kondisi sampai saat ini masih belum mencukupinya dokumen perencanaan

pendukung investasi (feasilty study, Detail Engineering Design, business plan, dan
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sebagainya). Untuk tu DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap melakukan
peneltian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi
dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan propinsi.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek
pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya kinerja DPMPPTSP
Kabupaten Pesisir Selatan akan dianalisis melalui pelaksanaan Renstra DPMPPTSP
Kabupaten Pesisir Selatan periode sebelumnya yang dituangkan Selama kurun waktu
5 (lima) tahun jumlah anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan
DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan
dapat diniai baik. Hal ini terbukti dimana karena selama periode 2011-2020
penyerapan anggaran secara rata-rata mencapai diatas 90%. Suatu hal yang cukup
menggembirakan juga bagi DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan
penyerapan anggaran yang masih dibawah 100%, tetapi capaian kinerjanya berada
diatas 100% selama periode 2011-2020.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit dalam kegiatan penanaman
modal terutama di kecamatan maka diakukan kegiatan penjaringan aspirasi dari
setiap wakil di Kecamatan. Penjaringan aspirasi masyarakat dan instansi terkat di
Kecamatan dapat diakukan melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan.
Beberapa pemikiran dan aspirasi masyarakat antara kain menyatakan bahwa:

(1) Masih sultnya dunia usaha untuk mendapat pinjaman modal dari perbankan
terutama UMKM, dan masih tingginya suku bunga untuk kredit investasi bagi
dunia usaha;

(2) Masih belum adanya kepastian untuk melakukan investasi disebabkan
permasalahan terkait tanah ulayat;

(3) Kebijakan yang bagus, dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh aturan-
aturan yang memadai bak dari segi efektifitasnya maupun penegakan dari
aturan tersebut;

(4) Kelembagaan yang masih belum tertata dengan maksimal dan belum mampu
melakukan kegiatan secara terkoordinasi sampai ketingkat pemerintahan yang
terendah (Nagari). Hal ini sering mengakibatkan kurang lancarnya koordinasi
dengan instansi terkait di kabupaten/kota;

(5) Seringkalinya terjadi pergantian atau pergeseran tenaga atau SDM vyang

menangangi masalah investasi, sehingga urusan penanaman modal masih
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(6)

(7)

(8)

9)

(10)

terkendala sebab tenaga SDM yang baru kadang-kadang belum memahami
permasalahan yang ada serta takut mengambil kebijakan;

Investasi kurang mampu memfasiitasi kegiatan dikarenakan kurangnya SDM
yang handal.

Belum semua potensi atau peluang investasi memiiki study kelayakan usaha;
Adanya berbagai permasalahan yang menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) di beberapa Kabupaten/Kota, seperti RTRW yang belum
diperbaharui/belum berubah sesuai dengan peruntukannya.

Masih belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang
Penanaman Modal oleh beberapa DPRD .

Belum maksimalnya upaya yang dilakukan untuk menarik investasi ke pesisir
Selatan terutama upaya dalam melakukan promosi terhadap para calon investor

asing.

Berkaitan dengan beberapa informasi tersebut maka sebagai sebuah

dokumen perencanaan, maka elaborasi dan analisis aspek potensi atau kekuatan
digali dari dalam tubuh DPMPTSP didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Adapun kekuatan yang dimilki adalah sebagai berikut:

1.

Kemajuan dibidang peraturan perundang-undangan telah membawa implkasi
terhadap kedudukan, tugas dan fungsi DPMPTSP Pesisir selatan sehingga dapat
memainkan peran yang lebih penting dan maksimal dalam menggerakkan
penanaman modal dalam lima tahun mendatang;

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan;

Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati pesisir
selatant Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal dipandang sebagai momentum peningkatan
kualitas pelayanan, koordinasi dan harmonisasi kebjjakan dengan instansi teknis
terkait. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini hambatan-hambatan yang
bersifat kepentingan sektoral dapat secara bertahap diatas;i;

Ketersediaan informasi penanaman modal yang cukup memadai sehingga dapat
memudahkan investor untuk memperoleh informasi yang terkait dengan bidang
usaha yang diminatinya, sehingga memudahkan.
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5. Adanya dukungan Bupati pesisir selatan yang telah memberikan tugas pokok
kepada DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 dan diubah menjadi Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir selatan
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja lkembaga
Teknis daerah kabupaten Pesisir Selatan.

Meskipun ada beberapa kekuatan untuk penanaman modal seperti yang
dikemukakan diatas, namun masih ada beberapa faktor kelemahan yang harus
diatasi secara internal oleh DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan maupun lingkungan
eksternal. Adapun beberapa faktor tersebut diantara kin adakah:

1. Koordinasi kelembagaan penanaman modal yang belum optimal, sehingga
dikhawatirkan dapat memperlambat upaya-upaya dalam peningkatan
penanaman modal;

2. Masih terdapat kelemahan kualtas sumberdaya manusia untuk melakukan
kajian yang akurat dan berkualitas sehingga dapat merumusan kebijakan yang
tepat untuk percepatan peningkatan penanaman modal;

3. Kelemahan mendasar lainnya dibidang penanaman modal adalkah terkait dengan
masalah kepastian pelayanan bagi para calon investor terutama dalam masalah
tanah ulayat. Selama permasalahan ini masih tetap muncul, maka sudah tentu
sulit untuk melakukan percepatan dalam peningkatan penanaman modal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPMPTSP

2.4.1. Tantangan

Ketidakpastian perkembangan perekonomian eksternal yang tidak menentu
dan masih tinggi gejolaknya akan menjadi tantangan/ancaman utama bagi semua
kegiatan penanaman modal. Berkatan dengan hal tu maka beberapa tantangan
pokok yang perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dimasa
mendatang adalah :

1. Keterbatasan SDM vyang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi
penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam

menjangkau seluruh penanam modal
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2. Masih kurangnya kualtas dan kuanttas SDM didalam memberikan pelayanan
perizinan/non perizinan kepada para calon investor.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.

Fluktuasi nilai mata uang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam
katannya dengan penanaman modal asing dan potensi produk ekspor hasil
produksi daerah. Beberapa kemungkinan perlu diantisipasi oleh pemerintah
daerah terutama dalam upaya menjaga stabiitas produksi di dalam daerah,
stabiitas penjualan komodii ekspor produk lokal, serta antisipasi produk impor
yang sering dijadikan sebagai salah satu bahan baku produksi untuk komoditi
daerah.

5. Berbagai fenomena ekonomi belakangan, terdapat kemungkinan terjadinya krisis
keuangan global. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui upaya
surveillance yang diakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan
berbagai isu berkaitan dengan kondisi bisnis, ekonomi, dan keuangan dunia.
Selain itu, untuk memperkuat kondisi fundamental perekonomian daerah,
pemerintah perlu mengkampanyekan gerakan “Beli dan gunakan produk lokal”.
Pembelian produk hasil produksi lokal akan menggerakan perekonomian daerah
secara substansial.

6. Kabupaten Pesisir Selatan cenderung lebih siap dalam memfasiitasi investor,
baik dari sisi kebijakan dan aturan serta infrastruktur pendukung penanaman
modal. Beberapa provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang
Penanaman Modal;

7. Kesiapan masyarakat Pesisir Selatan dalam memperkuat industri lokal dalam
upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini
penting diakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar

industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain.

2.4.2, Peluang

Indonesia memilki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal
sebagai salah satu piar pertumbuhan ekonomi. Indonesia dianggap memilki daya
tarik penanaman modal sebagai akibat keuntungan demografi. Kondisi yang sama
juga berlaku bagi Pesisir Selatan. Beberapa pokok perhatian pada peluang di bidang

penanaman modal adalah sebagai berikut:
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Pemanfaatan sumber daya alam potensial di pesisir Selatan yang belum optimal,
memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat pada
beberapa sumberdaya tersebut.

Kebutuhan atas hasil perikanan dan kelautan yang semakin meningkat baik
untuk pasar lokal. Kepemiikan beberapa area laut yang potensial pada beberapa
dapat dijadikan sebagai salah satu keunggulan yang mampu menark investor
untuk menanamkan modal pada industri tersebut.

Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu priortas dan andalan untuk
menarik investor. Sektor ini dapat direspon oleh Pesisir selatan karena memilki
banyak objek pariwisata yang potensial terutama wisata alam dan kepulauan.
Pengembangan industri dan penanaman modal pada sektor ini akan menjadi
daya tarik yang signifikan untuk mendatangkan investor bak domestk maupun
manca negara.

Berbagai sumber energi dan pertambangan di Pesisir Selatan dapat dijadikan
sebagai peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Sumber-
sumber energi tersebut belum dikelola secara optimal dan perlu mendapat
perhatian baik dari aspek regulasi maupun lingkungan sosial setempat agar lebih
menarik bagi investor.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi memerlukan berbagai

perubahan dan penyesuaian pada beberapa bidang. Perubahan tersebut ditujukan

untuk mempermudah akses investasi, penyederhanaan birokrasi, dan akuntabiitas

proses dan output investasi di Sumatera Barat. Beberapa aspek yang perlu mendapat

perhatian dalam perubahaan adalah sebagai berikut:

1.

o v ok DN

Penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal, sehingga
tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi para calon investor;

Pemberian insentif bagi para calon investor;

Pemberdayaan kelembagaan instansi penanaman modal;

Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif dan efisien;

Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini; dan

Penjaminan atas kepastian terhadap para investor untuk benar-benar dapat

menanamkan modalnya.
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BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
DPMPPTSP

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republk Indonesia Nomor
97 Tahun 2014 telah mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. Dalam Peraturan itu dikemukakan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di pemerintah Provinsi diaksanakan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (DPMPPTSP) yang mencakup
urusan pemerintahan Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan
Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala DPMP2TSP
Kabupaten

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI tersebut maka upaya identifikasi
permasalahan strategis perlu diakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana
strategis. Berbagai permasalahan tersebut mencakup aspek substansi investasi,
birokrasi pengurusan investasi, dan pendekatan penawaran serta promosi investasi
secara strategis. Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas dan fungsi
adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinian satu pintu yang
belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang
masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;

2. Dokumen Informasiyang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi
(master plan, feasilty study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon
investor masih belum tersedia secara memadai;

3. Kualtas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian
dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan
peningkatan kualtas pelayanan publik;

4. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah
yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang diakukan sampai
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sekarang masih berbentuk insidenti dengan perspektif jangka pendek dan
taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan
terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai
sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;

5. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga
memperlemah kesadaran PMDN dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga
memperburuk sistem akuntabiitas publik aparatur berkatan dengan aktivitas
investasi di Pesisir Selatan;

6. Jaminan stabitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten
belum terwujud secara pasti.

7. Imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang ada secara langsung maupun
tidak langsung akan mempengaruhi kondisi penanaman modal .

8. Fluktuasi ekonomi dan mata uang yang cenderung tinggi dan sult diprediksi
menjadikan industri lokal lebih rentan terhadap perubahan perekonomian global;
serta

9. Keterbatasan sumberdaya keuangan negara, keuangan daerah, dan karena
berbagai alasan prioritas pembangunan kinnya belum mampu mencukupi
kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasiitas kesehatan, santasi dan
pendidikan yang memadai sebagai bagian dari penyediaan fasiitas penunjang

bagi penanaman modal dimasa mendatang.
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Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

DPMP2TSP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Faktor yang Mempengaruhi

Aspek Capaian/ Standar Internal Eksternal Permasalahan
Kajian Kondisi yang (Kewenangan (Diluar Pelayanan
Saat Ini Digunakan SKPD) Kewenangan SKPD
SKPD)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)
Tingkat - Masih Tingkat - Sarana dan - Dukungan Proses
kepatuhan terdapat kepatuhan prasarana dana dari pelaksanaan
dalam perizinan berdasarkan pendukung TAPD dan dalam
penerapan yang hasil survey pelayanan yang penempatan | mekanisme
UU 25 Tahun diterbitkan | ombudsman masih kurang pegawai oleh | pelayanan
2009 tentang melebihi tahun 2018 - Mekanisme BKD perizinan satu
pelayanan standar proses - Belum pintu yang
public waktu pelayanan pada terwujudnya | belum optimal

yang PTSP belum aplikasi ditandai dengan
ditetapkan sepenuhnya perizinan waktu
berbasis yang penyelesaian
Teknologi terintegrasi urusan
Informasi dengan administrasi
- Jumlah SDM SKPD sektor | yang masih
penyelenggara terkait belum
PTSP masih sepenuhnya
belum memadai sesuai dengan
- Kemampuan SOP
teknis aparatur
dalam
penyelesaian
pekerjaan masih
rendah
Pengelolaan Belum SPM bidang kemampuan teknis | - Keterlibatan | Dokumen
data dan tersedia Penanaman aparatur dalam tenaga ahli Informasi yang
informasi secara Modal penyusunan akurat dan
memadai dokumen dokumen
perencanaan perencanaan
pendukung pendukung
investasi investasi
(master plan,
feasibility studly,
DED, business
plan) yang
dibutuhkan oleh
calon investor
masih belum
tersedia secara
memadai
Strategi Strategi dan SPM Bidang - Kemampuan - Dukungan Desain promosi
promosi teknik Penanaman teknis aparatur dana dari strategis
promosi Modal dalam TAPD berkaitan
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kurang penyusunan - Keterlibatan | dengan potensi
optimal strategi promosi tenaga ahli dan peluang
Bahan/materi investasi daerah
promosi yang belum
dirumuskan
secara optimal.
Promosi yang
dilakukan
sampai
sekarang masih
berbentuk
insidentil
dengan
perspektif
jangka pendek
dan taktikal.
Pengendalian | Rendahnya Perka BKPM Kualitas dan - Pemanfaatan | Sistem sanksi
Penanaman jumlah LKPM | no 17 tahun kuantitas SDM jaringan yang masih
Modal yang 2015 tentang belum memadai SPIPISE belum tegas
diterima Pedoman Bimbingan dan LKPM oleh dan lemah
dan Tatacara penyuluhan LKPM investor dalam
Pengendalian belum optimal belum implementasi
Pelaksanaan optimal sehingga
Penanaman memperlemah
Modal kesadaran
PMDN dalam
menyampaikan
LKPM.
Kenyamanan | masih Perka BKPM Komitmen Tim - Komitmen Jaminan
berusaha adanya no 17 tahun Task Force untuk Dinas teknis | stabilitas politik,
permasalaha | 2015 tentang menyelesaikan terkait keamanan dan
n perusahaan | Pedoman permasalahan kab/kota penegakan
dan dan Tatacara didalam hukum yang
pengaduan Pengendalian penyelsaian konsisten belum
masyarakat Pelaksanaan permasalaha | terwujud secara
terhadap Penanaman n pasti
prusahaan Modal - Tim
peyelesaian
permasalaha
n kab/kota
belum
terbentuk
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Rencana strategis DPMPPTSP ini disusun berdasarkan visi pemerintah

Kabupaten Pesisir selatan. Visi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2016-2021 yang tertuang di dalkm RPIJMD Kabupaten Pesisir selatan
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Mandiri :

Unggul

Agamis :

adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang
Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera . Visi tersebut ditopang dengan
beberapa misi yang perlu secara konsisten dialankan dalam  RPJMD
Kabupaten Pesisir selatan. Misi tersebut adalah Penjabaran visi diatas adalah
sebagai berikut :

berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan
pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiki daerah
secara optimal.

: masyarakat yang memiiki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan
memilki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang
unggul.

Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempeljari, memahami,
melaksanakan dan mengamakan ajaran agamanya dalam tatanan

kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi niai niai agama dan adat.

Sejahtera : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendokrak peningkatan

indek pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang
pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk

“"Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis

dan sejahtera” diaksanakan melalui lima misi yaitu :

1.

Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif
dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastuktur
Sosial yang terkait dengan sektor.

Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan
Nilai-Nilai Budaya ABS - SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi
Kitabullah).

Meningkatkan Produksi dan Niai Tambah dengan tetap mengedepan
Pembangunan Berkelanjutan.

Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat

Kejahatan, Kriminiitas dan obat-obat Terlarang.
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Misi kesatu, Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang

bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

Tujuan :

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan.

2. Meningkatkan kinerja pelayanan publi.

3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Meningkatkan produktivitas masyarakat.

7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai
dengan tugas dan fungsi DPMPPTSP kabupaten Pesisir Selatan yaitu pada misi ke-
satu dan ke-empat. Misi ke-dua yang mengatakan pemerintah kabupateni periu
melaksanakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional merupakan
persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara
cepat dan merata. Tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nili-niki dasar
pelaksanaan pelayanan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel,
efektif, efisien menjadi pilar untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang
berkualtas terhadap penanaman modal di daerah. Kabupaten Pesisir selatan
memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks
pelayanan administrasi dan perumusakan kebijakan serta penanaman modal yang
memilki kepastian pelayanan dan akuntabel. Penerapan tata pemerintahan ini juga
dapat mengantisipasi berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran investasi dan

menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan kin pada misi ke-dua yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten
Pesisir selatan adalah terwujudnya pelayanan publk yang prima. Salah satu sasaran
yang akan dicapai adalah meningkatnya kualtas pelayanan satu pintu. Upaya ini
dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi pemerintah dalam
melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan efisien. Arah kebijakan
yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalkh mendesain dan

mengimplementasikan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu.
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3.3. Telaahan Renstra Kemendagri, BKPM RI dan DPM PPTSP Provinsi

Sumatera Barat

Rencana strategis DPM & PTSP ini disusun berdasarkan visi pemerintah
Provinsi Sumatera Barat. Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
20162021 yang tertuang di dalam RPIJMD Provinsi Sumatera Barat adalah :
"Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera”. Visitersebut ditopang
dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPIMD Provinsi
Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya
berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah”;
Meningkatkan tata pemerintahan yang bai, bersih, dan profesional;
Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter,
dan berkualtas tinggi;

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif,
dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya pembangunan daerah; dan

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta

berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai
dengan tugas dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yaitu pada misi ke-
dua dan ke-empat. Misi ke-dua yang mengatakan pemerintah provinsi perlu
melaksanakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional merupakan
persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara
cepat dan merata. Tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nili-niki dasar
pelaksanaan pelayanan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel,
efektif, efisien menjadi pilar untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang
berkualtas terhadap penanaman modal di daerah. DPM & PTSP Provinsi Sumatera
Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam
konteks pelayanan administrasi dan perumusakan kebijakan serta penanaman modal
yang memilki kepastian pelayanan dan akuntabel. Penerapan tata pemerintahan ini
juga dapat mengantisipasi berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran investasi

dan menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
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Tujuan lkin pada misi ke-dua yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPM &
PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah terwujudnya pelayanan publk yang prima.
Salah satu sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan satu
pintu. Upaya ini dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi
pemerintah dalam melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan
efisien. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalh
mendesain dan mengimplementasikan prosedur operasional standar pelayanan satu
pintu dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu.

Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis
kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk
mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era
globalisasi dewasa ini. DPM & PTSP memilki peran besar dalam pelaksanaan misi ini
melalui upaya pelayanan dan perumusan kebijakan investasi yang berpihak kepada
masyarakat Sumatera Barat. Berbagai program pelayanan modal yang diaksanakan
harus dipastikan memilki nilai tambah yang produktif kepada masyarakat dengan
tingkat mutpler effect yang signifikan. Untuk memastikan langkah tersebut DPM &
PTSP juga perlu merancang sistem penanaman modal yang berkeadian dengan
mendorong terwujudnya persaingan sehat di dunia usaha dan mencegah munculnya
monopoli dan monopsoni. Pada konteks pelaksanaan misi ini, DPM & PTSP juga perlu
memastikan keberpihakan investasi terhadap kepentingan nasional dan regional
dengan berupaya mendorong industri domestik menjadi industri yang berdaya saing
global.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dari misi ke-empat yang
selaras dengan tugas dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah agar
berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan klim investasi. Sasaran
utama dari pelaksanan misi ini adalah untuk meningkatkan investasi daerah. Upaya
meningkatkan investasi daerah memerlukan beberapa kebijakan dengan arah sebagai
berikut:

» Menyusun kebijakan investasi yang memberikan implikasi terhadap daya saing
daerah dan memberikan mutpler effect yang besar terhadap perekonomian
Sumatera Barat;

» Mengembangkan program insentif yang berkeadian bagi para investor;
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» Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi publk berkaitan dengan
investasi kepada calon investor serta mendesain kebijakan promosi potensi
daerah yang efektif;

» Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelayanan satu pintu yang
prima dalam konteks pelayanan investasi dan penanaman modal.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DPMPPTSP berdasarkan Sasaran Renstra BKPM
RI & Kemendagri
No Sasaran Jangka Menengah Renstra | Sasaran Jangka Menengah Renstra
BKPM Kemendagri
1) (2) (3)

1 Meningkatnya iklim penanaman modal - Mendorong pemantapan regulasi dan
dalam rangka peningkatan daya saing kualitas penyelenggaraan pemerintahan
penanaman modal dalam negeri yang bersumber dari hasil

kelitbangan yang berkualitas

2 Meningkatnya kualitas pelayanan - Aspek Politik
penanaman modal yang prima dan Rekomendasi atas pelaksanaan
responsif melalui PTSP pusat dalam kebijakan lima tahun mendatang agar
rangka peningkatan daya saing berfokus kepada: peningkatan peran
penanaman modal organisasi politik dan kemasyarakatan,

penanganan konflik, penguatan
wawasan kebangsaan penguatan fungsi
representasi anggota DPRD, efektifitas
dan efisiensi pemilukada serentak

3 Meningkatkan kinerja lembaga melalui - Aspek Pemerintahan Umum
ketersediaan sarana, prasarana dan Rekomendasi atas pelaksanaan
aparat yang mumpuni dalam rangka kebijakan lima tahun mendatang agar
menunjang tugas dan fungsi BKPM berfokus kepada peranan gubernur

selaku wakil pemerintah pusat,
pelimpahan wewenang kepala daerah
kepada camat evaluasi pelaksanaan
tugas dan urusan instansi vertikal di
daerah III-28

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN
2015-2019.

4 Meningkatnya realisasi penanaman - Aspek Administrasi Kewilayahan
modal melalui kegiatan pemantauan, Rekomendasi atas pelaksanaan
pembinaan, dan pengawasan kebijakan lima tahun mendatang agar
pelaksanaan penanaman modal dalam berfokus kepada model pembinaan
rangka peningkatan daya saing kawasan khusus, perkotaan, batas
penanaman modal negara serta pulaupulau kecil terluar

yang dikembangkan, pembinaan
kapasitas aparat dan kelembagaan
Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) dan Satuan
Perlindungan Masyarakat (Linmas)
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peningkatan kapasitas aparat dan
kelembagaan dalam upaya pencegahan
penanggulangan bencana dan bahaya
kebakaran, penataan administrasi
wilayah, penegasan batas daerah, dan
toponimi, penguatan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkompimda),
kewenangan camat dalam
penyelenggaraan pemerintahan di
daerah.

Meningkatnya daya tarik penanaman
modal melalui promosi yang terpadu
dan efektif bagi penanam modal dalam
dan luar negeri yang berpijak pada
peningkatan daya saing penanaman
modal

- Aspek Pemerintahan Desa
Rekomendasi atas pelaksanaan
kebijakan lima tahun mendatang agar
berfokus kepad, peningkatan kualitas
tata kelola pemerintahan desa, evaluasi
perkembangan desa/kelurahan,
penguatan kapasitas pemerintah desa
dan lembaga kemasyarakatan
desa, peningkatan pendapatan asli desa
melalui penguatan pasar desa

Meningkatnya kerjasama internasional
untuk mendorong investasi dan
melindungi kepentingan nasional dalam
rangka peningkatan daya saing
penanaman modal

- Aspek Pembangunan Daerah

Rekomendasi atas pelaksanaan
kebijakan lima tahun mendatang agar
berfokus kepada peningkatan
penyelenggaraan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) didaerah, evaluasi dan
penilaian penerapan dan pelaksanaan
SPM pada urusan pemerintahan daerah,
peningkatan kualitas Perencanaan
pembangunan daerah, peningkatan
partisipasi masyarakat dalam rangka
pembangunan daerah, penerapan
desentralisasi dalam rangka percepatan
pembangunan

daerah.

Tersusunnya perencanaan penanaman
modal dan rekomendasi kebijakan yang
terintegrasi, kolaboratif dan
implementatif dalam rangka
peningkatan daya saing penanaman
modal pada sektor prioritas

- Aspek Keuangan Daerah
Rekomendasi atas pelaksanaan
kebijakan lima tahun mendatang agar
berfokus kepada, perencanaan
anggaran daerah dalam meningkatkan
kualitas
pennyelenggaraan pemerintahan
daerah, III-30 RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN
2015-2019, peningkatan kualitas
pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD,
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3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang
saat ini menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian
pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di
daerah dan menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Sehin itu,
pembangunan yang terarah lokasinya akan memberikan hasil yang optimal
secara keseluruhan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupeten Pesisir Selatan Tahun
2011-2030, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : “Mewujudkan
keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan
ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualtas sumber daya manusia,
pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan”.

Tujuan, kerjasama dan strategi penataan tata ruang menurut Perda
Kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wikyah adalah :

1. Tujuan penataan ruang wiayah adalah " mewujudkan keterpaduan ruang
yang memberikankesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis
pangan, peningkatan kualtas sumber daya manusia, pariwisata dan
mitigasi bencana secara berkelanjutan

2. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestaria sumber
daya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
b. Pengguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi aman

Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;

c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang

berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
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d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan
wiayah Utara-Selatan;

e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alm dan
pengembangan wiayah pusat pusat pemukiman melalui
pengolahan sector perkebunan, perternakan, pertanian dan
perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wikayah;

f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan
modernisasi pertanian dengan pengelolkan yang ramah
lingkungan;

g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis
pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang berniki
ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah
lingkungan;

h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola
potensi sumber daya alam;

i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan
kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan
ramah lingkungan;

j. Pembangunan prasarana dan sarana wiayah yang berkualtas
untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan
tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana

3. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

a. Strategi untuk meningkatkan kualtas kawasan lindung untuk
menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan
provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui:

» Memantapkan fungsi kawasan lindung

» Menyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek
hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat

» Mensingkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan
provinsi dan Kabupaten yang berbatasan

b. strategi untuk mengguatkan dan memulihkan fungsi kawasan
indung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan
Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah:
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» Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya
untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang
dan investasi

» Meyusun dan pelaksanaan program rehabiitasi ingkungan,
terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat
dan hutan lindung yang berbasis masyarakat

» Meningkatkan  pengeloblkan lingkungan  hidup dan
pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan

» Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya Keanekaragaman hayati

» Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional
dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama
Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung

c. strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan
sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat diakukan melalui:

» Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik,
seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya,
gelombang laut dan lain-kin.

» Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai
ingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi,
seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat

» Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan
sumber energi yang terbarui (renewable energy).

d. strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan
perkembangan wiayah Utara Selatan melalui:
a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan
perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan
nasional

» Memantapkan fungsi PKL

» Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat

Kegiatan Wiayah Promosi (PKWp) yang dipromosikan
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provinsi untuk melyani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota dan Pusat

» Mendorong terbentuknya aksesibiitas jaringan transportasi
dalam rangka menunjang perkembangan wilayah

» Meningkatkan akses wiayah-wiayah yang belum
berkembang mehklui pengembangan/ pembangunan
jaringan jalan Kabupaten, propinsi dan pelayanan kapal
perintis ke daerah-daerah terisolr di Pantai Barat
Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai

e. strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya
alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui
pengolahan sektor perkebunan, perternakan, pertanian dan
perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wiayah, melalui:

» Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan
perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi
dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan

» Meningkatkan pengembangan kawasan agropoltan dengan
melengkapi fasiitas perdagangan pusat koleksi distribusi
dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan

» Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian
berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya

» Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan
andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan,
industri, perikanan dan pariwisata

» Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian
dan kelautan

» Mendorong untuk mengembangkan industri pengelolan
yang ada untuk dapat lebih maju

» Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi
unggulan

» Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas

daya dukung lingkungan
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f. strategi untuk meningkatkan produktivitas wiayah melalui
intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan
kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melklui:

» Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian
dan kehutanan mellui intensifikasi lahan

» Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna
bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan
pendapatan masyarakat

» Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan,
perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi
peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih bak dan
berniki ekonomi tinggi;dan

» Menguatkan  pemasaran  hasil  pertanian  melalui
peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta
fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan

g. strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier
berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang
bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil
guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :

» Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro
sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar
(agroindustri dan agribisnis)

» Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya
kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama
ekonomi masyarakat pesisir

h. strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya
Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam, melalui :

» Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk
menunjang kegiatan belajar dan mengajar

» Mengembangan sekolah-sekolah berstandar Internasional

i. strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui
penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai
kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan, melalui
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» Membangun dan meningkatkan sarana dan parasarana
wisata lebih baik untuk menunjang kebutuhan wisatawan

» Meningkatan promosi wisata bak dalam daerah maupun
keluar daerah

» Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk
memperkaya objek wisata

» Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan
prasarana dan sarana pendukung, pengelokkan objek
wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang
lebih agresif dan efektif

j. strategi untuk membangun prasarana dan sarana wiayah yang
berkualtas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka
pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mtigasi
bencana, melalui:

» Membangun prasarana dan sarana transportasi yang
mampu mendorong pertumbuha ekonomi kawasan secara
signifikan dan berimban

» Membangun utiitas dan fasiitas sosial secara proporsional
dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap
pusat permukiman

» Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat
keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam,
seperti tsunami, gempa, longsor, banijir, kebakaran
hutan dan ancaman kinnya

» Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan
bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan
dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Konservasi adalah pemanfataan sumber daya alam secara arif sehingga
terjamin keberlanjutan (THEODOR ROOSEFERT, 1902). Dalam hal ini
terkandung upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi

alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem).
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Termasuk didalmnya upaya upaya miigasi bencana tsunami, longsor dan
banjir.

2. Pangan meliputi pertanian pangan, perkebunan, pertenakan, budidaya
perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari
pembibitan, penyiapan lkhan, budi daya, panen, pengelolaan sampai
dengan pemasaran bahkan termasuk agrowisata.

3. Sumber daya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan,
peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan lin-lain. Adapun
bentuk kegiatan mulki dari peningkatan pendidikan, pendidik, peningkatan
mutu kelulusan murid, menyimpan sekolah unggul atau bertaraf
internasional, dan membuat jalan menuju kesekolah bahkan termasuk
kendaraan transpotasi.

4. Pariwisata melputi wisata alam dan wisata laut. Adapun kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana wisata seperti jalan menuju objek
wisata, bangunan penunjang, bahkan termasuk pemeliharaan objek
wisata. Contoh terumbu karang supaya tidak rusak.

5. Mttigasi bencana meliputi persiapan sarana dan prasarana, sosialisasi
kebencanaan, bahkan termasuk sebelum terjadi bencana sampai bencana
terjadi.

Selanjutnya dalam RTRW juga telh ditetapkan kebikan
pengembangan stuktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.
Kebijakan pengembangan pola ruang melputi : (a.) kebijakan
pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemelharaan dan
perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak
negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan
hidup; (b) kebijakan pengembangan budi daya, dalam rangka perwujudan
dan pningkatan keterpaduan dan keterkatan antar kegiatan budi daya;
dan pengendalian pengembangan agar tidak melampaui daya dukung
dan daya tampung lingkungan; (c) Kebijakan pengembangan kawasan
strategis Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping diakukan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Pesisir
Selatan telaahan juga dilakukan terhadap KLHS Kabupaten Pesisir Selatan.
Dan didalam mendukung Kabupaten Pesisir Selatan New City dalam jangka
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panjang, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan serangkaian
perencanaan meliputi:
1. Revisi RPIMD dan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
Masterplan pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
Membuat manual capacity building
Pembangunan rumah masyarakat tahan gempa
Roadmap pemulihan fasiitas pendidikan dan kesehatan
Rencana induk jaringan transportasi Kabupaten Pesisir Selatan

N ou s W N

Roadmap pemulihan dan pengembangan eknonomi

Kondusifitas klim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga
serta tidak semata dibangun dari tingkat stabiitas keamanan belaka, namun
ikim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahaan
investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuh
kembangan investasi harus juga merupakan media bagi peningkatan
pemberdayaan UMKM sehingga memilki saling ketergantungan yang pada
giirannya akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian

daerah yang tinggi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka
panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu
diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk
merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan
merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat
dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan
teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung
mendesak untuk diaksanakan.

Analsis SWOT merupakan salah satu teknik analsis yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan
digunakan. Analisis SWOT (Strengthts, Weaknesses, Opportunity, Threats) adalah
analisis proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur
untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal
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(kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini
diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat
dan realistik serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk
membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar.
Analisis SWOT dapat menginspirasikan untuk berpikir lebih proaktif dari pada periaku
yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun

kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang diakukan, terdapat beberapa isu strategis yang
perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis
BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum terwujudnya jaminan stabiltas politk, keamanan dan penegakan
hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat
minat investor dalam melirk Sumatera Barat sebagai tujuan investasi
Kecenderungan setiap investor yang menghendaki stabilitas keamanan terhadap
proses investasi mereka perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah.

2. Regulasi yang berlum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan
penanaman modal bak pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota. Kefektifan regulasi tercermin dari kepastian pelaksanaan hukum
dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai
permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga dapat risiko
cenderung mudah dikakulasi. Bagi investor, tingkat resiko bisnis sudah cukup
besar untuk dikelola dan cenderung tidak menginginkan risiko tambahan lainnya
yang tidak berkaitan dengan proses bisnis.

3. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja
pelayanan satu pintu.

4. Diperlukan pol insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah
kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di
Sumatera Barat.

5. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen
perencanaan pendukung investasi (master plan, feasbilty study, DED, dan
business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan

penanaman modal di daerah.
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6. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan
dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing
daerah. Setiap daerah perlu memiiki potensi dan sumber keunggulan untuk
bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lain baik antar daerah
di dalam provinsi maupun dengan daerah lain di luar provinsi. Isu ini perlu
diperhatikan agar daerah memiki positioning yang lebih jelas berkaitan dengan
potensi bisnis dan prioritas pengembangan dapat diakukan secara lebih efektif
oleh pemerintah.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari
penanaman modal yang besar dan diakukan secara berkelanjutan. Karena itu,
berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program
prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat generic seperti perbaikan pelayanan
perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya
penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen
yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu
menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selin langkah umum tersebut,
Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk

mendorong pertumbuhan investasi daerah.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan SasaranJangka Menengah DPPMPTSP

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur,
perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan
menggambarkan target dan capaian tertentu dalam satu periode. Dalam konteks ini,
periode pencapaian tujuan yang direncanakan adalah selama lima tahun. Tujuan
yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu
strategis penanaman modal. Adapun beberapa tujuan yang telah dirumuskan
adalah:

1. Meningkatkan perbaikan ikim investasi dan mengoptimakan kapasitas
lembaga.
2. Meningkatkan kualtas pelayanan penamanan modal secara inovatif dan

profesional.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan
konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi
institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan
sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini
juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja DPMP2TSP
Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu
yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan jangka
menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa indikator yang bersifat
observe yang capaiannya dapat dtinjau secara terus-menerus. Sasaran yang ingin
dicapai oleh DPMP2TS Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2021 adalah:
1. Meningkatnya realisasi investasi di Pesisir Selatan;

2. Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di
Pesisir Selatan;
Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor;

4.  Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu.
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Sasaran yang ditetapkan di atas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan
untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan
korektif jka dibutuhkan. Indikator di atas bersifat menantang tapi fleksibel..
Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran penanaman
modal selama periode 2016-2021. Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat
diihat pada Tabel 4.1 berikut:
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMP2TSP Kabupaten Pesisir

Kepegawaian

RPIM

Selatan
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN
No TUJUAN STRATEGIS TUJUAN/SASAR
AN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 5 3 8 9 10 11 12 13
Meningkatny
Pel
ae:?;r:/::an Jumlah Realisasi
Entuk menarik Investasi di 210.000
Investor di Daerah (juta)
Daerah
1 ien:.ntgkatan Peningkatan
P:fa' :rfan Indeks Kepuasan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Peri;;nan Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan
Iklim Investasi | 1YMfaRinvestor |06 00 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000
yang Kondusif yang berinvestasi
(Juta)
Meningkat
Kuear};:ags atnya Persentase
Dokumen Pelaporan yang
Perencanaan selarasdengan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Renstradan
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk mencapai sasaran di atas maka diperiukan koordinasi
dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait dengam dunia usaha.
Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit dapat dijadikan
sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi
yang disusun perlu difokuskan kepada setiap tujuan agar program yang akan disusun
tidak menyimpang dari upaya mencapai visi 2021.

Pada bagian ini, strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara
langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Metode penjelasan ini
dianggap lebih efektif untuk memperihatkan korelasi antar desain yang disusun.

Hubungan setiap rumusan tersebut dijelaskan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:
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Tabel

5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMP2TSP

Visi : MELAKSANAKAN REFORMASI

BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH,

RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Misi 1: Mendukung terwujudnya peningkatan Iklikm Investasi Yang Kondusif serta
Profesional Dalam Pelayanan Prizinan di Pesisir Selatan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya 1. Terwujudnya . Memperkuat 1. Peningkatan
Pelayanan Perizinan iklim investasi kapasitas komptensi
untuk menarik yang kondusif kelembagaan dan aparatur dan
Investor di Kab. o .

o aparatur di bidang penyediaan
Pesisir Selatan
penanaman modal sarana dan
prasarana

. Melakukan promosi

invetasi secara
kreatif dan
komprehensif
dengan
mengedepankan
unsur stabilitas dan
potensi daerah

4. Peningkatan
upaya promosi
investasi baik
cetak maupun
elektronik

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Perizinan

. Mewujudkan

pelayanan prizinan
yang cepat, efektif
dan transparan

1. Pengembangan
layanan investasi
berbasis
teknologi
informasi

5. proses perizinan
Pembinaan
layanan perizinan

6. Pengembangan
layanan investasi
yang
memberikan
kemudahan,
kepastian dan
transparansi

. Menyiapkan
database investasi
berupa profil potensi
dan peluang
investasi secara
lengkap dan dapat
diperbaharui setiap
periode

1. Peningkatan
kualitas data dan
informasi potensi
dan peluang
investasi
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3. Meningkatkan 1. Pemberian

realisasi investasi kemudahan dan
dengan efktifitas fasilitas investasi
pelaksanaan
pemantauan, 2. Peningkatan
pembinaan dan kerjasama dalam
pengawasan penanaman
modal
3. Peningkatan
pengendalian
pelaksanaan
penanaman
3. Meningkatnya Persentase Pelaporan 1. Meningkatnya
Kualitas Dokumen | yang selaras dengan akuntabilitas dan
Perencanaan dan | penstra dan RPIM kualitas dokumen

Kepegawaian Perencanaan dan

Kepegawain OPD

2. Tersedianya
Dokumen
Keuangan dan
Perencanaan
yang akurat dan
akuntabel

3.Meningkatnya
kapasitas
Pegawai pada
OPD
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dikaksanakan, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan
kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematik dalam satu kelompok baik
secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan (iput) untuk menghasikan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk

mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Penyusunan rencana program dan kegiatan DPMP2TSP Kabupaten Pesisir
Selatan adalah didasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
Dengan mempedomani revisi RPJMD tersebut paling tidak ada 4 (empat) program
prioritas DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan dan 5 (lima) program rutin, yaitu:
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

YV V V V V V V V VY

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
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Berikut dapat diuraikan program dan kegiatan DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan
periode 2016-2021 sebagaimana tersebut di atas:

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Ikim Investasi penanaman modal di Kabupaten Pesisir selatan masih
belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang
dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Pesisir
Selatan, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Pesisir
Selatan dibandingkan dengan Kabupaten kinnya di Sumatera Barat. Perlu
diakukan upaya-upaya dalam peningkatan realsasi investasi. Peningkatan
investasi akan terlhat apabila didukung.

Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diuar
maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politk, dan kepastian hukum.

Menyikapi keadaan geografis Pesisir Selatan yang rawan gempa, perlu
kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui event/pameran
maupun pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Kabupaten Pesisir
selatan emilki 15 Kecamatan dan 182 Nagari, masih banyak Kecamatan yang
dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Pesisir Selatan mempunyai peluang
untuk menarik investasi karena memiki beberapa potensi sumberdaya alam yang
belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk

usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri.

Peluang investasi di Pesisir Selatan yang kaya sumber daya alam ini masih
sangat terbuka. Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di Pesisir
Selatan, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi
investasi maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur.
Selanjutnya dengan terbangunnya kerjasama antara daerah serta semakin
intensifnya koordinasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman
modal dan tersusunnya regulasi yang efektif, sudah tentu akan semakin
meningkatkan
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minat dan daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di
Pesisir Selatan. Berkaitan dengan hal itu maka beberapa kegiatan yang dapat
diakukan adalah :

Penyelesaian Permasalahan Investasi

e Sosialsasi Kebijakan Penanaman Modal

e Pembangunan System Pelayanan Prima (ISO)
e Koordinasi Bidang Penanaman Modal

e Penyusunan regulasi Peraturan daerah

e Penyederhanaan perizinan penanaman modal

e Kegiatan Penyusunan rencana umum penanaman modal RUPM

e Kegiatan Pemamfaatan Program aplikasi sicantik

e Kegiatan pelayanan penanaman modal

e Lokakarya penyusunan LKPM

e Kegiatan Pengawasan dan pengendalian penanaman modal

e Kegiatan Koordinasi Bidang Penanaman Modal

e Penyusunan regulasi Peraturan daerah

e Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

e Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

e Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Pesisir Selatan.

e Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

e Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha

e Identifikasi Faktor Penghambat Investasi di Pesisir Selatan

e Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal

e Pelathan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)

¢ Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Pesisir Selatan

b. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
Pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya
saing penanaman modal di Pesisir selatan terutama melalui Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan
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perizinan dan informasi di bidang penanaman modal. Kegiatan yang mendukung

program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu antara lain:

e Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

e Percepatan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

e Sinkronisasi dan Harmonisasi Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan
Penanaman Modal

e Survey Indek Kepuasan Masyarakat

e Sosialisasi Peraturan Perizinan dan non perizinan

e Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan

e Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Masyarakat

e Operasional Penyelenggaraan Perizinan

e sosialisasi Perbup no 29 tahun 2015 dan SOP perizinan

e Penyusunan Naskah Akademis tentang izin gangguan

e Penyusunan SOP Perizinan dan Non Perizinan

e Kegiatan Informasi dan Data Perizinan

e Forum PTSP dengan dinas instansi terkait/ OPD

e Rancangan penyusunan produk hukum terkait perizinan dan non perizinan

e Peningkatan Kualtas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

e Pengembangan Sistem Pelayanan Perizihan yang Berbasis Teknologi

Informasi

c. Program Promosi dan Kerjasama Investasi

Pemberian kemudahan kepada investor untuk penyampaian Promosi dan
kerjasama Investasi terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan Investasi dan
informasi di bidang Promosi. Kegiatan yang mendukung program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu antara lain:

e Kegiatan Promosi Investasi di Dalam negri dan luar Negeri
e kegiatan pelayanan kerjasama investasi
e Kegiatan pendataan realisasi investasi non fasiitasi rumah tangga
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Gelar Potensi dan Temu Usaha

Pelayanan Kerjasama Investasi

Penyusunan Profil Peluang Investasi Pesisir Selatan

Pembuatan Buku Saku, Pamlet, Brosur , spanduk , karangan bunga dan baliho
Investasi dan Perizinan

Kegiatan Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi
PMDN/PMA

Kegiatan koordinasi promosi investasi

Kegiatan Pemutakhiran data Informasi dan data Perizinan

d. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kegiatan yang mendukung program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

antara lhin:

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa non PNS

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan luar negeri

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur antara lain:

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Meubeleur
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e Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

e Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

e Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

e Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur adalah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:
» Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
» Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
» Monttoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif dapat diihat pada tabel 6.1. berikut.
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Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan

Data Kondisi Kinerja pada OPD
Indikator Kinerja Errrim akhir periode Renstra Penanggung Lokasi
P g b Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD (Th. 2021) Jawab
No || Tujuan SASARAN | Kode | Program/ Kegiatan iy, (v, I i
Program (Outcome) awal Thn 2016 Thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021
dan Kegiatan (Output) perencan Tar
aan Targe Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Targe Rp. Target Rp. get Rp.
1 2 5] 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
POKOK
Meningkat Jumlah isasi 15 8 418,141954 10 337,903,700 15 Pessel
nya Investasi di Daerah
Pelayanan
Perizinan
untuk
menarik
Investor di
Kab.
Pesisir
Selatan
1. Peningkatan Peningkatan Indeks
Kualitas Kepuasan Masy arakat
Pelayanan
Perizinan
URUSAN WAJIB
Program Pelyanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Terpenuhinya kebutuhan 12 12 44,760,000 12 56,800,000 12 55,000,000 12 49,800,000 12 65,000,000 12 65,000,000 12 65,000,000 DPMP2TSP Pessel
Komunikasi, Sunber komunikasi sumber daya
Daya Air dan Listrk air dan listrik kantor
Penyediaan Jasa Terpenuninya TZ T 56,050,000 TZ ~000,000 T 85,000,000 TZ 8T,000,000 T 86,000,000 TZ 5,000,000 TZ 86,000,000 DPMPZTSP Pessel |
Administrasi Pembayaran
Keuangan HonorariumPA,KPA,
Bend,PPK,Bend
Pemb,Opertor
Penyedraan Terpenunimya penyedian TZ T 13,342,000 TZ 15,651,500 T 76,500,000 TZ T T7,000,000 TZ 77,000,000 TZ 77,000,000 DPMPZTSP Pessel |
kebersihan kantor kebersihan kantor 151,51850
0
Penyediaan Ald uls Alat Tulis Kantor 12 12 39,878,652 12 32,470,500 12 33,500,000 12 32,760,000 12 34,000,000 12 34,000,000 12 34,000,000 DPMP2TSP Pessel
Kantor
Pengadaan barang Tersedianya Blanko 12 12 47,538,000 12 45,350,000 12 40,000,000 12 24,880,000 12 43,000,000 12 43,000,000 12 43,000,000 DPMP2TSP Pessel
cetakan dan cetakan dan
penggandaan Penggandaan
Penyediaan Romponen mstalas TZ T TT.296,000 T TZ 831,000 T T5.200,000 T T2 831,000 T 15,500,000 TZ 15,500,000 T 15,500,000 DPMPZTSP Pessel
Komponen instalasi listrik/ penerangan
listrik/ penerangan bangunan kantor yang
bangunan kantor disediakan
Penyediaan bahan Tersedianya Bahan [} 12 5,200,000 12 15,200,000 12 17,500,000 12 18,900,000 12 19,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 DPMP2TSP Pessel
bacaan dan peratumn bacaan dan peraturan
perundang-undangan perundangan yang
disediakan
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Penyediaan makan Tersedianya makan dan 1 paket 12 21,450,000 12 39,325,000 12 40,000,000 12 25,000,000 12 40,000,000 12 40,000,000 12 40,000,000 DPMP2TSP Pessel
dan minum minuman
pengaman,tamu dan
rapat

Rapat-rapat Jumlah rakor dan 55 12 170,260.000 12 135,T40000 12 220,000,000 12 39,100,000 12 250,000.000 12 250,000000 12 250,000,000 DPMP2TSP Pessel
Koordinasidan konsultasi luardaerah
Konsultasi luar dan luar negeri
Daerah dan Luar Jkoordinasi yang diikuti
Negri
Rapat-rapat Monitoring dan evaliast 110 12 64,010,000 12 66,200,000 12 66,000,000 12 54,825,000 12 66,000,000 12 66,000,000 12 66,000,000 DPMP2TSP Diskumpp
Koordinasidan
evaluasi dalam
daerah
Penunjang Tersedranya Operastonal TZ T B T 79,250,000 T ~000,000 T 3T.487.300 T 37,000,000 T2 37,000,000 T ~000,000 DPMPZTSP
Operasional perencanaan
Perencanaan dan
Pelaporan

Meningkatnya

Kualitas

Dokumen

Perencanaan dan

Kepegawaian
PROG.
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Kegiatan Penambahan ruangan 1 0 - 1 185,710000 1 350,000,000 1 - 1 - 1 - 0 DPMP2TSP
Rehabilitasi gedung
sedang/berat gedung
kantor
Kegiatan pengadaan | penambahan Kendaraan 35,695,000 T = T 55,000,000 T 77,250,000 T = T = T = DPMPZTSP
kendaraan dinz oda dinas
dua
Kegiatan Pengadam tersedianya peralatan dan 0 - 1 55,000,000 1 36,750,000 T 3 34,000,000 3 34,000,000 DPMP2TSP
peralatan dan perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
RKegratan Gedung Kantoryang T Paket T 75,300,000 T 70,850,000 T 75,020,000 T T ~000,000 T 3,000,000 T 75,000,000 DPMPZTSP Possel |
Pemeliharaan rutin/ terpelihara 87,250,000
berkala gedung
kantor
Kegiatan Tumlah kendaraan dinzs / T mobil 3 36,572,000 0 58,292,000 5 I 6 77,476,000 1 100,728 576 1 120,874 291 1 120,874,291 DPMP2TSP Pessel
Pemeliharaan rutin/ operasional yang dinas dan
berkala Kendaraan diperbaiki (savis) 3
Dinas operasional kend.roda

2

Kegiatan Pengadam Penambahan komputer 0 0 - 0 - 8 75,000,000 - - 0 - 4 32,000,000 4 32,000,000 DPMP2TSP Pessel
komputer dan dan kelengkapan serta
jaringan komunikasi jaringan
Kegiatan Perbaikan /servis 12 unit 10 17,800,000 6 15,651,500 10 18500000 10 13,800,000 10 18,500,000 10 18,500,000 10 18,500,000 DPMP2TSP Pessel
Pemeliharaan rutin/ peralatan dan
berkala peralatan dan perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
Kegiatan Pengadaa | Pakaran dinas pelayanan T T B T = Y 73,000,000 T = T = T2 TZ,000,000 TZ TZ,000,000 DPMPZTSP
pakaian khusus
pelayanan
Pengadaan pakaian Pakaian dinas bagi 0 0 - 0 - 0 36,000,000 0 - 0 - 35 35,000,000 35 35,000,000 DPMP2TSP
dinas beserta aparatur
perlengkapannya
Program Terlaksananya 5 m 4S,m m 0 m m DPMP2TSP Pessel
peningkatan Peningkatan Kapasitas
kapasitas sumber Sumber Daya Aparatur
daya aparatur
Pendidikan pelathn | Jumilah aparataryang 5 5] 7,000,000 5 75,000,000 5 50,000,000 5 T 5 30,000,000 5 30,000,000 5 50,000,000 DPMPZTSP Pessel |

formal

mengikuti bimbingan
teknis worshop pehtihan,
seminar
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Program Tingkat Kesesuaian 0 0 12 0 17 103,000.000 17 0 19 105,000,000 19 106,000.000 18 107,000,000 DPMP2TSP
Peningkatan pelaporan capaian kinea
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
Kegiatan tersusunnya LAKIP, 3 0 0 0 0 4 18,000,000 5 0 5 20,000,000 5 20,000,000 5 20,000,000 DPMP2TSP Pessel
Penyusunan laporan Bahan LPPD dan LKPJ
capaian kinerjadan
iktisar realisasi
kinerja DPMP2TSP
Penyusunan Tersusunnya Renstra, 10 12 - 12 - 12 65,000,000 12 0 12 65,000,000 12 65,000,000 12 65,000,000 DPMP21SP Pessel
perencanaan dan renja, RKA, DPPA, RKA
pelaporan Perubahan dan laporan
Keuangan
Kegiatan monitoring Laporan pemamtauan 3 0 0 0 0 1 20,000,000 0 0 2 20,000,000 2 21,000,000 1 22,000,000 DPMP2TSP Pessel
dan evaluasi dan penilaian terhadap
program kegiatan pelaksanaan kegiatan
Terwujudnya Peningkatan Jumlah 15 8 160.000000. 10 170.000000 15 180.000.000. 20 T90. I 25 | 200.000000. | 30 | 210.000000. [ 30 | 210.0000000 | DPMP2TSP Pessel
Iklim Investasi di Kabupaten 000 000 000 0.000 000 000 00
Investasi Pesisir Selatan
yang
kondusif
Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Terlaksananya 3 172,450480 4 238,309000 4 350,000,000 4 4 250,000,000 4 250,000,000 4 250,000,000 DPMP2TSP Pessel
keikutsertaan DPMP 2T 155,667.00
pada kegiatan Promosi 0
Kegiatan Promosi dalam Kabupaten dan
Investasi di Dalam luar propinsi
"\“e:;’;r?a" luar Terlaksananya - - - - - 685,000,000 - Z 600,000,000 Z 600,000,000 600,000,000 DPMPZTSF Pessel
keikutsertaan DPMP2TP
pada kegiatan Promosi
luar negeri
kegiatan pelayanan Kerjasa investasi dengan 1 - - 2 82,552,500 3 85,000,000 3 3 85,000,000 85,000,000 3 85,000,000 DPMP2TSP Pessel
kerjasama investasi investor PMDN 53,387,400
Kegiatan pendatan Data realisasi investasi 550 550 47,799916 250 28,465,500 4 4 4 4 4 DPMP2TSP Pessel
realisasi investsi dan non fasilitasi umah 27,962,500
non fasilitasi rumah tangga
tangga
Gelar Potensi dan Terfasilitasinya - - - 0 - 15 65,000,000 4 0 4 78,650,000 4 78,000,000 4 78,000,000 DPMP2TSP Pessel
Temu Usaha Penanaman Modal
dalam upaya
pengembangan ekonomi
daerah dan investasi
Tersosialisasikannya = = Y ES T T E T DPMPZTSP Pessel |
potensi dan peluang
investasi Pesisir Selatan
kepada calon investor
Pelayanan Terfasilitasinya - - - 82,552,500 F 83,000,000 7 7 83,000,000 7 83,000,000 7 83,000,000 DPMPZTSP Pessel
Kerjasama Investasi kerjasama investasi 53,387,400
Penyusunan Profi Buku Profil Peluang 25 250 72,472,920 0 0 200 65,000,000 150 0 150 55,000,000 150 55,000,000 150 55,000,000 DPMP2TSP Pessel

Peluang Investasi
Pesisir Selatan

Investasi Pesisir Selatan
(tiga bahasa)
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Pembuatan Buku Terlaksananya 1000 1000 62,863,700 0 500 125,000,000 400 0 400 125,000,000 250 85,000,000 250 85,000,000 DPMP2TSP Pessel
Saku, Pamlet, Brosur Pembuatan Buku Saku, buku buku
, spanduk , karangn buku profil, Brosur
bunga dan baliho Investasi dan Perizinan 2
Investasi dan kali
Perizinan
Kegiatan Koordinasi Terciptanya kerjasama dokumen - - U - Z 45,000,000 0 Z 45,000,000 Z 45,000,000 45,000,000 DPMPZTSP Pessel
antar lembaga investasi
dalam pengendalian
pelaksanaan
investasi
PMDN/PMA
Kegiatan koordinai Terlaksananya 4 Investor - - 0 - 6 55,000,000 6 0 6 56,000,000 6 56,000,000 6 56,000,000 DPMP2TSP Pessel
promosi investasi koordinasi promosi

investasi dengan

investor
Kegiatan buku data Buku data - - 0 - 350 145,600,000 100 0 100 66,000,000 75 60,000,000 75 60,000,000 DPMP2TSP Pessel
Pemutakhiran data perkembangan investasi Imformas
Informasi dan data kabupaten Pessel i
Perizinan
Kegratan SertikasT mutq T T 5,950,000 T J5, 100,700 T 57,000,000 T Y T 7,000,000 Y 7,000,000 T 7,000,000 DPMPZTSP Pessel |
Pembangunan perizinan (ISO)
system pelayanan
prima (ISO)
Kegiatan tercapainya Peny usunan 1 1 81,074,118 0 0 0 45,000,000 0 0 0 60,000,000 0 75,000,000 0 75,000,000 DPMP2TSP Pessel
Penyusunan rencana rencana umum
umum penanaman penanaman modal
modal RUPM RUPM
Kegiatan Pemakaian sistem 5 5 94,819,800 0 0 1 95,000,000 1 0 0 95,000,000 0 95,000,000 1 95,000,000 DPMP2TSP Pessel
Pemamfatan aplikasi secara elektronik
Program aplikasi (pelatihan)
sicantik
Kegiatan pelayanan ‘memberikan pelayanan 5 5 62,624,640 15 67,130,000 TO 65,000,000 TO TO 55,000,000 TO 55,000,000 TO 55,000,000 DPMPZTSP Pessel |
penanaman modal 53,183,600
Pembinaan dan Pelaksanaan pembinaan 5 5 33,655,998 0 0 1 34,500,000 0 0 0 35,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 DPMP2TSP Pessel
Penyuluhan dan penyuluhan
Penanaman Modal penanaman modal
Lokakarya pelaksanaan lokakarya 0 0 - 40 49,913,000 0 56,000,000 0 0 0 58,000,000 0 58,000,000 0 58,000,000 DPMP2TSP Pessel
penyusunan KPM
Kegiatan Jumlah BAP Pengawasan 3 3 36,357,398 6 59,551,000 5 55,500,000 6 6 60,500,000 6 60,500,000 6 60,500,000 DPMP2TSP Pessel
Pengawasan dan PMDN 28,074,000
pengendalian
penanaman modal
Kegiatan Koordinasi Terlaksananya 5 5 52,660,000 6 66,209,000 6 66,300,000 6 6 67,000,000 6 67,000,000 6 67,000,000 DPMP2TSP Pessel
Bidang Penanaman Koordinasi Penanaman 24,753,000
Modal Modal dengan investor
Penyusunan regulai Terciptnya Perda tentang 0 0 0 0 0 T 65,000,000 Y Y U 0,000,000 Y 0,000,000 Y 0,000,000 DPMPZTSP Pessel |
Peraturan daerah Penanam modal
Penanaman Modal
Kegiatan sosialisasi terciptnya Perda tentang 0 0 0 0 0 10 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 DPMP2TSP Pessel
kebijakan Penanammodal
penanaman modal
Penyusunan sistem Tersusunnya Sistem 0 0 0 0 0 1 65,000,000 1 0 0 66,500,000 0 66,500,000 0 66,500,000 DPMP2TSP Pessel
informasi informasi penanaman
penanaman modal modal daerah
di daerah
Pelatihan Sistem terwujudnya Pelatihan 0 0 0 0 0 2 45,000,000 4 0 4 55,000,000 4 55,000,000 4 55,000,000 DPMP2TSP Pessel
Pelayanan Informasi Sistem Pelayanan
dan Perizinan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) Elektronik (SPIPISE)
Penyederhanaan terwujudnyan 0 0 0 0 0 1 42,000,000 1 0 1 42,500,000 1 43,000,000 1 43,000,000 DPMP2TSP Pessel

Perizinan Investasi

penyederhanaan izin
investasi
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Program

izin yang dikeluarkan

Peningkatan sesuai dengan SOP

Pelayanan Publik

Bidang Periziman

Survey Indek Diketahui tingkat 0 0 29,784,800 29,784,800 150 30,000,000 110 110 31,000,000 120 35,000,000 120 35,000,000 DPMP2TSP Pessel
Kepuasan kepuasan masyarakat di 27,588,500

Masyarakat bidang perizinan

Kegiatan Sosialisasi Tersosialisasinya 0 0 0 0 0 5 125,000,000 0 6 135,000,000 6 135,000,000 6 135,000,000 DPMP2TSP Pessel
Peraturan  Perizinan peraturan perizinan dan 68,599,000

dan non perizinan non perizinan

Kegiatan Monitoring Terlaksananya TS5 TS5 0842280 T50 7,840,800 T50 5,500,000 T50 T50 60,000,00 T50 §6.000,000 T50 86,000,000 DPMPZTSP Pessel |
dan Evaluasi monitoring terhadap izin 61,003,000

Pelayanan Perizinan yang telah diterbitkan

Kegiatan Terselesaikannya 0 0 0 0 0 3 65,000,000 3 4 65,000,000 5 66,500,000 5 66,500,000 DPMP2TSP Pessel
Penyelesaian penuntasan masalah 38,500,000

Permasalahan

Pengaduan

Masyarakat

Kegiatan Terlaksananya 3099 3099 122,113,09 3200 127,710500 2500 135,000,000 2500 2550 135,000,000 2500 135,000,000 250 135,000,000 DPMP2TSP Pessel
Operasional operasional pelayanan 105,033.00 0

Penyelenggaraan 0

Perizinan

Kegiatan sosialisas Terlaksananya sosialisast 70 770 3 A7Y506 Y - Y - Y - T = T 35,000,000 T 35,000,000 DPMPZTSP Pessel |
Perbup no 29 tahun

2015 dan SOP

perizinan

Kegiatan rancangan naskah 0 0 - 1 62,088,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - DPMP2TSP Pessel
Penyusunan Naskah akademis izin gangguan

Akademis tentang

izin gangguan

Kegiatan Sistem pelayanan 0 0 0 0 - 6 150,000,000 5 0 5 120,000,000 5 120,000,000 5 120,000,000 DPMP2TSP Pessel
Pengembangan perizinan secara

Sistem Pelayanan elektronik

Perizinan yang

berbasis teknologi

informasi

Penyusunan SOP Tersedianya SOP 0 0 0 0 0 T 45,000,000 0 0 0 45,000,000 T 50,000,000 T 50,000,000 DPMPZTSP Pessel |
Perizinan dan Non Perizinan dan non

Perizinan perizinan

Kegiatan Informasi Tersedianya Buku T Y T Y T 8} 4,000,000 50 Y 50 30,000,000 50 32,000,000 50 32,000,000 DPMPZTSP Pessel |
dan Data Perizinan Informasi Perizinan

Kegiatan Forum Terlaksananya 0 0 0 0 0 15 34,500,000 15 0 15 34,500,000 5 35,500,000 15 35,500,000 DPMP2TSP Pessel
PTSP dengan dinas koordinasi penyelengara

instansi terkait/OPD PTSP dengan OPD

Kegiatan Rancangan Rancangan produk 0 0 0 0 - 1 0 0 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 DPMP2TSP Pessel
penyusunan produk hukum terkait perizinan

hukum terkait dan non perizinan

perizinan dan non

perizinan

Program Investor 2 142,1333% 2 142,13339% 4 525,000,000 2 60,000,000 2 142,133,3% 2 142,133,3% 2 142,133,396

Peningkatan Daya

Saing Penanaman

Modal

Publikasi Perizinan, Terlaksananya 0 2 42,133 3% 2 T42,1333% ) 525,000,000 2 60,000,000 2 T42.1333% 2 142,133 3% 2 142,133,396 DPMP2TSP Pessel
Penanaman Modal Penyebarluasan

dan Peluang
Investasi

informasi perkembangn
penanaman modal
Pesisir Selatan melalui
media cetak, radio,
televisi, dan pengadaan
tonggak baliho dan
Internet
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Percepatan Fasilitasi Terlaksana Fasilitasi 0 0 - 0 - 2 36,500,000 2 0 2 36,500,000 2 36,500,000 2 36,500,000 DPMP2TSP Pessel
Penyeselesaian penyelesaian Masakh
Masalah Investasi Investasi

Rencana Strategic DPMPETSP Rabupaten Pesisin Selatan 2016- 2021



BAB VII
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat
ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk
mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana
merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan
implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme
perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan
organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan
strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi
Dinas Penanaman modal dan pelayananan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten
Pesisir Selatan dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana
Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai

sasaran sebagaimana diharapkan.

ﬂ Bencana Steategis DPWP2TSP Rabupaten Pesisir Selatan 2016- 2021
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